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LATAR BELAKANG

Pengembangan kompetensi PNS menjadi

tantangan dalam penyelenggaraan administrasi
negara di Indonesia. Pengembangan kompetensi
' PNS menghadapi permasalahan baik yang datang

lam maupun luar pemerintah. Hasil kajian
Iministrasi Negara (LAN) memetakan
t lima masalah pengembangan
NS di Indonesia yaitu pertama,
kebijakan pengembangan
saat ini belum didasarkan kepada
uhan pendidikan dan pelatihan.
mbangan kompetensi PNS belum
pada perencanaan pembangunan
nasional maupun daerah. Ketiga,
prganisasional, tidak adanya kaitan
anaan pembangunan nasional atau
ebabkan tidak jelasnya program
n kepegawaian dengan rencana
disusun. Keempat, pengembangan
diartikan secara sempit sebagai
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di Pemerintah Daerah -

' N

pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara
klasikal. Kelima, pengembangan kompetensi
dilakukan secara terpisah dengan kebijakan pola
karir.

Berdasarkan temuan kajian di atas,
Pemerintah berupaya meminimalisir
permasalahan yang terjadi dengan menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS. Selanjutnya kebijakan
tersebut mengamanatkan Lembaga Administrasi
Negara (LAN) untuk menyusun Pedoman
Pengembangan Kompetensi bagi PNS yang diatur
dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan
Kompetensi PNS. Kebijakan di atas
mengamanatkan bahwa setiap PNS berhak
mendapatkan pengembangan kompetensi
minimal 20 jam pelajaran tiap tahunnya. Saat ini,
LAN sudah melakukan sosialisasi kebijakan
tersebut kepada pemerintah daerah untuk
dilaksanakan.
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Akan tetapi upaya pengembangan
kompetensi PNS di daerah diyakini akan banyak
menghadapi tantangan karena adanya
perbedaan pemahaman dan kemampuan dalam
menyusun perencanaan dan pelaksanaan
pengembangan kompetensi tersebut. Selain itu,
kesadaran akan hak dan kewajiban melakukan
pengembangan pegawai di pemerintah daerah
juga relatif masih rendah. Oleh sebab itu, perlu
dilakukan sebuah penelitian yang mengkaji
kondisi perencanaan dan pelaksanaan
pengembangan kompetensi PNS di daerah serta
mengkaji strategi yang dapat diambil dalam
meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan
pengembangan kompetensi PNS di daerah.

HASIL DAN TEMUAN

Salah satu indikator dapat terlaksananya
pengembangan kompetensi PNS di daerah adalah
harus adanya dokumen pendukung terkait
perencanaan pengembangan kompetensi yaitu
rencana strategis (renstra) instansi, dokumen
profil pegawai, standar kompetensi jabatan,
PNS,

pengembangan pegawai, rencana tahunan

kamus kompetensi roadmap
pengembangan pegawai dan standar operasional
prosedur (SOP) terkait pengembangan pegawai.
Berdasarkan temuan di lapangan bahwa
kepatuhan instansi di daerah dalam hal ini
adalah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam
menyediakan dokumen-dokumen tersebut
masih belum baik. Belum semua OPD memiliki
dokumen tersebut, atau paling tidak keberadaan
dokumen tersebut belum disadari oleh semua
PNS di lingkungan OPD tersebut. Sehingga
pengembangan pegawai setiap tahunnya hanya
didasarkan pada penilaian langsung dan
persetujuan langsung pimpinan.

Gambar 1
Ketersediaan
Dokumen
Perencanaan dan

Pengembanagan
Pegawai

M Ada BTidak Ada MTidak menjawab
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Kajian ini juga memetakan upaya sosialisasi
kebijakan terkait pengembangan kompetensi
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen PNS dan Permenpan-
RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Stand
Kompetensi Jabatan ASN. Pengetahuan pegaw.
tentang hak dan kewajiban khususnya tentang
pengembangan kompetensi menjadi suatu target
pembangunan PNS di daerah. Pegawai yang
memiliki informasi terkait hak pengembangan
pegawai akan cenderung lebih berupaya dalam
pengusulan pengembangan pegawai.

Gambar 2
Ketersediaan
Dokumen SOP
Pengembangan

mAda

H Tidak Ada
¥ Tidalk

Berdasarkan hasil kuesioner memperlihatkan
bahwa belum semua responden mengikuti
sosialisasi kebijakan tersebut dan juga masih
rendah jumlah responden yang mengetahui
kebijakan terkait pengembangan kompetensi.

mAda

Gambar 3
Adanya Sosialisasi
PP No.11/2017

mTidak Ada

m Tidak
Menjawal

Selain mengukur ketersediaan dokumen
perencanaan pengembangan kompetensi dan
tingkat pengetahuan PNS terhadap
pengembangan kompetensi pegawai, dilakukan
juga penilaian terhadap pelaksanaan
pengembangan kompetensi PNS di daerah.
Indikator penilaian tersebut dilihat dari
kesesuaian pengembangan kompetensi dengan
visi dan misi organisasi, target kinerja organisasi,
target kinerja individu serta keterlibatan pegawai
dalam pengembangan kompetensi

u Tidak Ada Gambar 4

s Pengetahuan

# Dalam Perencanaan Terhadap PP
Tidak Menjawab No.11/2017
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Selain itu juga dinilai apakah setiap pegawai
diberikan kesempatan yang sama dalam
pengembangan kompetensi. Hasil kuesioner
menunjukkan bahwa hanya sedikit kegiatan
pengembangan pegawai yang sesuai dengan visi
dan misi organisasi. Sedangkan hasil penilaian
terhadap pelibatan pegawai dan kesempatan
mendapatkan hak yang sama dalam
pengembangan kompetensi dapat diperhatikan

pada gambar di bawah ini.

Gambar 5
Pengembangan
Kompetensi PNS
Sesuai Dengan
Visi dan Misi
Organsasi

= Sangat Setuju

= Setuju

= Tidak Setuju
Tidak Menjawab

Gambar 6
Pelibatan Pegawai
Dalam
Perencanaan
Pengembangan
Kompetensi

= Sangat Setuju

= Setuju

= Tidak Setuju
Tidak Menjawab

Gambar 7
Kesempatan Yang
Sama
Mendapatkan Hak
Pengembangan
Kompetensi

= Sangat Setuju
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uTidak Setuju
Tidak Menjawab

Hasil temuan di lapangan menyimpulkan
bahwa rendahnya ketersediaan dokumen
perencanaan pengembangan pegawai dan
rendahnya pengetahuan pegawai terhadap
kebijakan terkait pengembangan kompetensi,
dapat menyebabkan beberapa kondisi sebagai
berikut:

1. Masih terjadi penempatan pegawai pada
posisi tertentu yang tidak sesuai dengan
kompetensi yang dipersyaratkan.
Akibatnya, kinerja pegawai tidak maksimal
sehingga dapat menyebabkan rendahnya
capaian kinerja OPD.

2. Masih terjadi pengulangan jenis
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nengembangan kompetensi pada individu
yang sama akibat tidak adanya catatan
jenis kompetensi yang telah dikembangkan.
Akibatnya terjadi inefisiensi dalam
pengembangan kompetensi pegawai.

3. Mekanisme pengusulan pengembangan
kompetensi pegawai tidak memiliki
prosedur baku sehingga terindikasi bahwa
penetapan individu yang akan mengikuti
pelatihan/jenis pengembangan lainnya
masih menggunakan kedekatakan

hubungan personal.

Terkait pelaksanaan pengembangan
kompetensi,banyak hambatan yang dihadapi
daerah yaitu masih terdapat penetapan
pengembangan jenis dan penetapan pegawai
yang mengikuti pengembangan kompetensi
tanpa pelibatan secara penuh dari pegawai yang
bersangkutan. Selain itu pengembangan
kompetensi di daerah juga belum beragam.
Pengembangan masih diyakini hanya berbentuk
pelatihan kepemimpinan dan pelatihan teknis.
Selain pelatihan kepemimpinan dan teknis,
hanya kegiatan sosialisasi yang
dipertimbangkan sebagai pengembangan

kompetensi.

REKOMENDASI

Pengembangan kompetensi di daerah
sejatinya harus direncanakan sejak awal.
Sehingga akan ada kesesuaian antara
pengembangan kompetensi dan pencapaian visi
dan misi daerah. Setiap OPD wajib menyusun
dokumen perencanaan pengembangan
kompetensi semua pegawainya agar
pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat
berjalan dengan baik dan memenuhi hak
pengembangan pegawai minimal 20 jam
pelajaran tiap tahunnya. Pemerintah daerah
harus menerapkan sistem pengembangan
kompetensi pegawai yang bersifat partisipatif.
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Sehingga pengembangan kompetensi akan
sesuai dengan kebutuhan pegawai dan sejalan
dengan kebutuhan organisasi.

Kegiatan pengembangan kompetensi
pegawai dapat dilakukan melalui pelatihan
klasikal dan non klasikal. Pemerintah daerah
dapat menggali kegiatan-kegiatan
pengembangan pegawai yang bersifat non
klasikal seperti coaching, mentoring, berbagi
informasi dalam forum diskusi dan lain-lain
sehingga dapat menekan pembiayaan

pengembangan. Sehingga minimnya

ketersediaan anggaran di daerah tidak menjadi
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